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PRAKATA PENGURUS PUSAT PRSSNI

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, untuk kesekian kalinya kita diberi kesempatan menyaksikan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum di negeri tercinta.

Untuk kedua kalinya, seperti halnya Pemilu 2004, Pemilu 2009 saat ini berlangsung dua tahap. Yakni Pemilu Legislatif untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi serta Kabupaten/Kota), pada 9 April 2009. Dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden Republ;ik Indonesia yang akan berlangsung pada bulan Juli 2009.

Kita berharap, pelaksanaan Pemilu 2009, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden/Wakil Presiden saat ini berjalan sukses dan berhasil memilih wakil-wakil rakyat yang bermartabat, serta dapat menghantarkan putra terbaik meduduki tampuk kepemimpinan negara.

Sebagai media massa elektronik, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Radio Siaran diharapkan memberikan kontribusi pada pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan karakteristik media radio, kontribusi yang dapat diberikan adalah dalam bentuk penyiaran kegiatan Pemilu bagi seluruh peserta Pemilu. 

Dalam rangka pelaksanaan penyiaran Pemilu baik dalam bentuk Pemberitaan, Periklanan dan Kampanye Pemilu 2009, pada kesempatan ini, meski agak terlambat, kembali Pengurus Pusat PRSSNI mengeluarkan Panduan Siaran Kampanye dan Periklanan Pemilu bagi Radio Siaran Swasat Nasional Indonesia anggota PRSSNI. Panduan ini bukan hanya untuk kepentingan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, akan tetapi menjadi acuan radio untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia. Dengan harapan, Radio Siaran Swasta Nasional dapat menjalankan fungsi medianya secara aman dan profesional.

Tidak ada yang istimewa dalam Panduan Siaran Pemilu ini. Begitu juga tidak ada yang sempurna, disana –sini masih banyak kekurangann. Panduan ini merupakan kompilasi dari sejumlah peraturan dan perundangan terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang berlaku bagi media penyiaran di Indonesia.  Paling tidak, bentuknya yang ringkas memudahkan para praktisi radio dalam membaca rambu-rambu yang harus dipahami dan dipatuhinya. 
Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan melindungi usaha kita dan bangsa Indonesia tetap bersatu. Amin.
Jakarta, Maret 2009

Pengurus Pusat PRSNI
I - PENGANTAR
Peran radio siaran, khususnya yang bernaung dalam lembaga Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia-PRSSNI, sudah sejak lama teruji dalam kerangka peran informasi, edukasi dan hiburan. Intinya fungsi radio siaran swasta sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat luas. Terlebih memperhatikan kehendak Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang menyatakan pada bagian Menimbang, bahwa:
ayat-d:

Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung​jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;

ayat-e:

Bahwa siaran yang di​pancarkan dan diterima secara bersamaan, se​rentak dan bebas, me​miliki pengaruh yang besar dalam pembentu​kan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung​jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandas​kan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Maka ketika konstelasi politik Indonesia khususnya kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin mengarah pada proses demokratisasi, masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya melaksanakan mekanisme Pemilu yang bebas dan langsung. Dalam kondisi inilah keterlibatan radio siaran swasta di dalamnya menjadi kewajiban sekaligus peluang sebagai konsekuensi telah menggunakan frekuensi siaran sebagai ranah publik.
Karenanya untuk memaksimalkan peran radio siaran swasta anggota PRSSNI tersebut, Pengurus Pusat PRSSNI bekerjasama dengan Pengurus Daerah PRSSNI Jatim dan Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran-DKSPRS menyusun “Panduan Siaran dan Periklanan Pemilu”.

01. Acuan Penyusunan Panduan Siaran
Program Kerja Pengurus Pusat Hasil Sidang Paripurna Pusat 2 Tahun 2009.
02. Tujuan

-
Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada radio anggota mengenai  terpeliharanya kenyamanan publik mengonsumsi siaran tentang pemilu dalam konteks edukasi, sosialisasi dan kepentingan kampanye.
-  Memberi panduan penyiaran yang berkaitan dengan pemilu.
- 
Memberi pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan penyiaran pemilu.
- 
Mampu melaksanakan penyiaran pemilu dengan aman dan sesuai dengan regulasi.
- Menangkap peluang berperan lebih besar dalam pendidikan politik, penyebaran informasi pemilu dan prospek periklanan.
04. Lingkup Panduan


Panduan siaran mengenai pemilu meliputi lingkup: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Calon Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah.

05. Isi Panduan

a. Penyiaran


b. Siaran Hiburan


c. Pemberitaan


d. Periklanan


e. Peran dan keterlibatan personil siaran dalam kegiatan Pemilu
06. Tata Organisasi dan Pelaksanaan Siaran Pemilu

a. Mekanisme organisasi radio


b. Fungsi personil dan pertanggungjawaban


c. Kelengkapan Administrasi


d. Pelaporan dan Pengarsipan bukti siaran

II - PRINSIP DASAR PENYIARAN PEMILU
1.
Undang Undang Penyiaran menetapkan fungsi radio sebagai medium komunikasi massa, medium informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Karenanya radio siaran swasta berkewajiban mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.

2.
Frekuensi/gelombang siaran merupakan ranah publik. Karenanya seluruh isi siaran sepantasnya diabdikan bagi kepentingan publik secara menyeluruh.

3.
Radio siaran dalam menjalankan kegiatannya sangat memperhatikan aspek  netralitas atau non-partisan, dengan tidak berpihak pada kelompok dan kepentingan tertentu.

4.
Radio berkewajiban menerapkan azas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu, baik Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dalam hal durasi, bentuk dan tarif iklan.

5.
Pengawasan terhadap pelaksanaan penyiaran pemilu, dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah-KPID. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah-KPUD hanya berhak memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaksana kampanye, dan tidak berhak memberikan sanksi kepada radio siaran swasta.

6.
Kebijakan penyiaran yang merupakan kewenangan radio, mengacu pada Undang Undang no. 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran (P3-SPS). 
7.
Undang Undang dan Aturan yang berkaitan dengan Siaran Pemilu, yang wajib diketahui dan dilaksanakan radio siaran swasta:


a. 
UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran


b. 
UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu


c. 
UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004    

          
tentang Pemerintahan Daerah


d. 
UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden


e. 
UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
f. 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Poerwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Darerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. 
Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran P3-SPS


g. 
Standar Profesional Radio PRSSNI


h. 
Kode Etik Jurnalistik 2006


i.  
Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia

j. 
Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008 tanggal 24 Februari 2009, perihal: 
Pembatalan ketentuan UU Pemilu yang mengatur sanksi bagi lembaga Pers 
dan Penyiaran, yang berkenaan dengan pemberitaan dan pembatasan iklan kampanye.

k.
Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. SE-01/KPI/02/2009 tentang Pemberlakuan UU Penyiaran dan P3/SPS dalam mengawasi iklan kampanye pemilu melalui lembaga penyiaran.

III - KEDUDUKAN DAN PERANAN RADIO SIARAN SWASTA

-
Radio siaran swasta tidak dapat dipungkiri secara historis dan fakta, dari waktu ke waktu merupakan medium komunikasi dan informasi yang ampuh serta berpengaruh. Kekuatan penetrasinya ke khalayak pendengar, termasuk penggunaan teknologi yang terus berkembang, mampu menciptakan opini publik yang mengubah cara pandang, sikap serta perilaku mereka. Dengan demikian radio siaran swasta wajib menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dan memberi kontribusi pada kehidupan bernegara melalui pemilu.

-
Radio siaran swasta mempunyai peluang sebagai medium kampanye pemilu dari segala elemen produksinya: yaitu siaran jurnalisme, siaran hiburan dan sebagai wahana periklanan. Bahkan radio siaran mempunyai peluang melakukan peran komunikasi dan informasinya secara non-siaran.
-
Radio punya kekuatan kompetitif sebagai medium kampanye dibandingkan media lainnya untuk membentuk citra peserta pemilu. Karakteristik radio siaran unggul dalam hal kecepatan, aktualisasi, imajinatif dan interaktifitasnya dibandingkan media lain. Tetapi radio siaran swasta wajib menghindari kelemahan-kelemahannya dalam hal tidak mampu menjelaskan sesuatu secara detil, serta keterbatasannya hanya sebagai medium suara. Untuk itu radio siaran sebaiknya menghindari menyiarkan hal-hal yang ternyata lebih efektif dikonsumsi dari media visual dan audio visual.
-
Secara regulatif radio siaran swasta telah memperoleh kesempatan dan peluang untuk berperan dalam hal sosialisasi, edukasi dan kampanye pemilu. Kesempatan ini tidak pernah terjadi dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

-
Guna memudahkan penanggungjawab maupun pelaksana siaran dan pemasaran, radio siaran swasta dianjurkan menetapkan kebijakan penyiarannya (policy) berdasarkan Visi dan Misi serta arah yang hendak dicapai. Kebijakan tersebut    selanjutnya dituangkan dalam mekanisme dan sistem penyiaran, guna menghindari kesalahan prosedur, tumpang tindih kewenangan, kejelasan pertanggungjawaban  serta harmonisasi komunikasi internal. 

-
Radio siaran swasta juga dianjurkan membuat deskripsi program siaran, yang di dalamnya menjelaskan tentang karakter program, format program berdasarkan acuan standar pemrograman radio siaran, khususnya acuan segmentasi dan format siaran yang telah berjalan. Deskripsi tersebut dibuat sebagai kelengkapan program pemberitaan, program hiburan, siaran periklanan dan fungsi personil pelaksana.  

-
Menurut Undang Undang No.10 Tahun 2008, Pasal 84 (2-J), berkenaan dengan larangan kampanye yang melibatkan anak di bawah umur. Pengertiannya bukan hanya dalam pelaksanaan kampanye terbuka tetapi juga melalui pemberitaan, iklan dan bentuk siaran lainnya.

IV - PENJABARAN REGULASI SIARAN PEMILU DAN PILKADA

1. 
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu


Bagian VI Berkenaan dengan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

      Paragraf 1: Umum

Pasal 80

(1)
Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon 
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota 
meliputi visi, misi, dan program partai politik.

(2)
Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh
calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

Pasal 81

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. media massa cetak dan media massa elektronik;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat umum;

f. rapat umum; dan

g.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1)
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai
dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2)
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f


dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan


dimulainya masa tenang.

(3)
Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung


selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

Pasal 84
(1)  Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

a.
mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan    Republik Indonesia;

c.
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d.
menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e.
mengganggu ketertiban umum;

f.
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

j.
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) 
Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: 

j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

    
Pasal 89

(1)
Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)
Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu 
oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

(3)
Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, 
suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat 
naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat 
diterima melalui perangkat penerima pesan.

2.   PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Undang Undang No. 42 Tahun 2008-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Bagian Kelima: Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Paragraf 1: Umum

Bagian Ketiga - Metode Kampanye

Pasal 38

(1)
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan melalui:

a. 
pertemuan terbatas;

b. 
tatap muka dan dialog;

c. 
penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d.
 penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

e. 
penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

f. 
pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang

      ditentukan oleh KPU;

g.
 debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan

h. 
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

(2)
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 40

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan 
suara.

Bagian Keempat - Larangan dalam Kampanye

Pasal 41

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang:

a.
mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

d.
menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e.
mengganggu ketertiban umum;

f.
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan   kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau   Pasangan Calon yang lain;

g.
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;

h.
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.
membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan

j.
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta  Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Bagian Kelima - Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Paragraf 1 - Umum

Pasal 47

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.

(3) Pesan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Pasal 48

(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.

Paragraf 2 - Pemberitaan Kampanye

Pasal 49

(1)
Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Paragraf 3 - Penyiaran Kampanye

Pasal 50

(1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.

(2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(3) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.

(4) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur oleh KPU bersama Komisi Penyiaran Indonesia.

Paragraf 4 - Iklan Kampanye

Pasal 51

(1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

(2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

(3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye.

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 52

(1)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.

(3)
Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

Pasal 53

(2) 
Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.

(3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

(4)
Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

Pasal 54

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.

(3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

(5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6)
Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

(7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 55

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

Pasal 56

(1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan Kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

BAB XVII

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden

Pasal 186

(1)
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ketentuan:

a.
tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

b.
tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

c.
bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

d.
mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 187

(1) Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), dapat dilakukan kepada Pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan simulasi serta bentuk kegiatan lainnya.

(2) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU.

Pasal 188

(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

(2)
Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang.

(3) Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.

(4)
Pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 189

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.

3. 
PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004    

      tentang Pemerintahan Daerah


Paragraf 3 - Tentang Kampanye


Pasal 76

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a.
pertemuan terbatas;

b.
tatap muka dan dialog;

c.
penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d.
penyiaran media radio dan/atau televisi;

e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f.
pemasangan alat peraga di tempat umum;

g.
rapat umum;

h.
debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau

i.
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan undangan.

 (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib,

dan bersifat edukatif.


4.   PERATURAN KPI No. 03 TAHUN 2007-STANDAR PROGRAM SIARAN 

Bab XVI Pasal 60 

(1)
Siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah meliputi siaran berita, 
sosialisasi pemilihan, dan siaran kampanye tentang Pemilihan Dewan 
Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah.
 (2)
Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan 
pemilu dan pemilihan Kepada Daerah.
 (3)
Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para 
peserta pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.
 (4)
Lembaga penyiaran dilarang bersikap partisan terhadap salah satu peserta 
pemilu dan pemilihan Kepada Daerah.
 (5)
Peserta Pemilu dan Pilihan Kepala Daerah dilarang membiayai atau 
mensponsori program yang ditayangkan lembaga penyiaran.
5. 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, NOMOR 19 TAHUN 2008, TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANNGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB V

PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pemberitaan

Pasal 41

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

(3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 43

 (1) Pemberitaan kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

Bagian Kedua

Penyiaran Kampanye

Pasal 44

 (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara mpendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.

(2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.

(3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimile.

Bagian Ketiga

Iklan Kampanye

Pasal 45

(1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

(2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

(3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 46

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.

(3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu lepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 47

(1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.

(2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.

(3)
Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.

(4)
Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Pasal 48

(1)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) 
Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.

(3)
Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.

(4)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.

(5) 
Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6)
Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

(7)
Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 50

(1)
Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak.

(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

(3)
Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan lepada KPU dan KPU Provinsi.

(4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Sejas ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

6.   SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
Nomor SE-01/KPI/02/2009, Tertanggal 27 Februari 2009
Tentang Pemberlakuan UU Penyiaran dan P3/SPS Dalam Mengawasi Iklan Kampanye Pemilu Melalui Lembaga Penyiaran

Sebagaimana diketahui Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya tanggal 24 Februari 2009 telah mengumumkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-VI/2008 tentang perkara Permohonan Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya pasal 98 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 99 ayat (1) & ayat (2) dari UU tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara tersebut adalah : 

a) Pasal 98 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Implikasi dari keputusan MK tersebut, dikaitkan dengan kegiatan Kampanye Pemilu melalui Lembaga Penyiaran serta tugas pengawasan yang dilaksanakam oleh KPI adalah sebagai berikut :

1)
Pengawasan serta pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kegiatan Kampanye melalui Lembaga Penyiaran (Radio dan Televisi) akan tetap dijalankan oleh KPI berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3/SPS yang telah ditetapkan KPI. 

2)
Khusus mengenai Iklan Kampanye Pemilu, KPI akan mengawasi substansi isinya sementara mengenai frekuensi dan durasinya tidak ada pembatasan, karena UU Penyiaran maupun P3/SPS tidak mengatur mengenai frekuensi dan durasi dari spot iklan Pemilu. UU Penyiaran hanya membatasi total spot iklan Niaga untuk LPS sebanyak-banyaknya 20 % sedangkan LPP paling banyak 15 % termasuk ILM untuk LPS sekurang-kurang nya 10 % dari siaran iklan niaga dan LPP sekurang-kurangnya 30 % dari siaran iklannya. 

V - RAGAM BENTUK SIARAN PEMILU
Siaran Pemilu di Radio Siaran Swasta dapat dilaksanakan dalam banyak bentuk, meliputi siaran:

a. Informasi dan sosialisasi pemilu (Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah)

b. Pemberitaan pemilu

c. Iklan pemilu

A. 
SIARAN PEMILU
1. 
Siaran Faktual 

Standar Program Siaran - SPS 


Bab I-Ketentuan Umum


Pasal 1

(8)
Yang dimaksud dengan program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, diproduksi dengan berpegang pada prinsip jurnalistik, terutama apabila materi  yang disiarkan berkaitan dengan kebijakan publik.

 (9)
Yang termasuk dalam program faktual adalah program berita, features, dokumentasi, program realita (reality show), konsultasi on-air, diskusi, talkshow, jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program-program sejenis lainnya yang bersifat nyata, terjadi tanpa rekayasa.

2.
Siaran Jajak Pendapat: Polling 

a. 
UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu: 


    
Bab XIX Pasal 244

(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

(2)
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:


a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan

   
    salah satu Peserta Pemilu.


b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.


c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.


d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan

         Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.


    
Bab XIX Pasal 245

(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik
bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada

masa tenang.

(3)
Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.

(4)
Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.

(5)
Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.

3.
Siaran hiburan 


a.
Selain pemberitaan radio, regulasi ternyata tidak secara khusus mengatur 
tatacara siaran pemilu pada program hiburan atau non-pemberitaan.


b.
Pemanfaatan siaran hiburan sebagai wahana kampanye pemilu wajib 
mempertimbangkan aspek non partisan. Program hiburan sangat mungkin 
dimanfaatkan oleh pelaksana kampanye pemilu. Seperti: lagu, request, 
sandiwara radio, siaran seni tradisional, games/kuis dan lainnya.

B. 
SIARAN JURNALISME PEMILU
I.
PANDUAN

-
Peluang mengemas siaran pemilu dalam format jurnalistik makin terbuka berdasarkan ketentuan regulasi. Keadaan ini tidak terjadi pada kegiatan pemilu sebelumnya. 

-
Siaran jurnalistik dengan subyek pemilu memerlukan kompetensi khusus radio siaran dan pelaksananya.

-
Organisasi produksi siaran pemilu memerlukan acuan-acuan kinerja dan standar jurnalisme radio.

-
Kemasan jurnalisme radio potensial menjadi sumber pemasukan iklan. 

-
Perhatikanlah azas-azas jurnalisme radio dengan Menggunakan rumusan Accuracy + Balance + Clarity = Credibility. Wajib pula memperhatikan aspek kekuatan dan kelemahan radio menurut karakteristiknya.
-
Pengambil dan penentu kebijakan pemberitaan wajib menetapkan standar “News Value” dan “News Judgement” yang dianggap sesuai dengan kebijakan penyiaran radionya.

-
Format jurnalisme radio dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan format yang lain, misalnya format iklan spot yang durasi dan muatan pesannya terbatas.
-
Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006, bagian Pembukaan menyatakan: 

Alinea-1: 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. 


Alinea-2: 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Alinea-3: 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

II.
PENJELASAN

1.
Prinsip Prinsip Jurnalisme Radio


Landasan: 

1.1.Undang Undang No. 32 Tahun 2002


Pasal 42


Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1.2.Pedoman Perilaku Penyiaran - P3



Bab XII - Prinsip Jurnalistik



Pasal 15

1. 
Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil, berimbang, ketidakberpihakan, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

2. 
Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik dan yang berlaku.


1.3.Standar Program Siaran - SPS

Bab X - Prinsip Jurnalistik

Pasal 39

1.
Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil, berimbang, ketidakberpihakan, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

2.
Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik dan yang berlaku.

Bagian Pertama - Akurat

Pasal 40

1.
Dalam program faktual, lembaga penyiaran harus menjunjung tinggi asas-asas jurnalistik dalam penyampaian informasi yang benar, bertanggungjawab dan akurat.

2. Saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.

3. 
Apabila ada pernyataan seperti tersebut dalam ayat (2), maka pembawa acara harus melakukan verifikasi atau meminta penjelasan kepada narasumber tersebut.

4. 
Lembaga penyiaran wajib segera menyiarkan ralat apabila mengetahui telah menyajikan informasi yang tidak akurat.

5. Dalam menyajikan informasi yang sulit untuk dicek keakuratan dan kebenarannya secara empirik, seperti informasi kekuatan gaib, lembaga penyiaran televisi harus menyertakan penjelasan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai kebenaran informasi tersebut.

Bagian Kedua - Adil

Pasal 41

1. 
Lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap, tidak berimbang, dan tidak adil.

2. 
Penggunaan footage/potongan gambar dan atau potongan suara dalam sebuah acara yang sebenarnya berasal dari program lain harus ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subyek pemberitaan.

3. 
Bila sebuah program memuat potongan gambar dan atau potongan suara yang berasal dari acara lain, lembaga penyiaran wajib menjelaskan waktu pengambilan potongan gambar dan atau potongan suara tersebut.

4. Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, setiap saksi harus diberitakan sebagai saksi, tersangka harus diberitakan sebagai tersangka, terdakwa sebagai terdakwa, dan terpidana sebagai terpidana.

5. 
Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas.

6. Dalam pemberitaan kasus kriminal yang terkait dengan pemerkosaan, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas korban atau keluarga korban.

7. 
Jika sebuah program acara memuat informasi yang mengandung kritik yang menyerang atau merusak citra seseorang atau sekelompok orang, pihak lembaga penyiaran wajib menyediakan kesempatan dalam waktu yang pantas dan setara bagi pihak yang dikritik untuk memberikan hak jawab atau argumen balik terhadap kritikan yang diarahkan kepadanya.

Bagian Ketiga - Netral dan Berimbang

Pasal 42

1. 
Pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara netral dan berimbang.

2. 
Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial atau isu yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berbeda pendapat, moderator, pemandu acara, dan atau pewawancara:

a.
harus memberikan kesempatan kepada semua partisipan dan narasumber untuk dapat secara baik dan proporsional mengekspresikan pandangannya;

b.
tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak/pandangan.

Bagian Keempat - Kemandirian

Pasal 43

Pimpinan redaksi harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan obyektif, tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal, atau pemilik lembaga penyiaran.
 2.
Pelaksanaan Pemberitaan Pemilu


2.1.  Bentuk siaran Pemilu

-
9 Bentuk Jurnalisme Radio meliputi: Berita (News), Wawancara, Reportase, Features, Obrolan, Uraian, Debat, Majalah Udara, Interaktif.

2.2.  Khusus Siaran Dialog/Talkshow Kampanye Pemilu 


  Khusus untuk siaran Dialog/Talkshow wajib memperhatikan prinsip  berikut:

-
Tidak dapat dilaksanakan bila peserta yang dipersyaratkan hadir tidak lengkap. Hal ini demi memenuhi asas keberimbangan, keadilan dan obyektivitas acara.
- Umumnya durasi acara berjalan dalam 60 menit, tetapi penyelenggara siaran dapat melaksanakan dalam durasi yang lebih panjang.
- Acara berlangsung melalui perencanaan yang detil meliputi: kejelasan topik dan target siaran, skenario acara, kelengkapan fungsi dan pertanggungjawaban tim pelaksana, kesiapan perangkat, mekanisme kerja.
III.
REGULASI TERKAIT

1. 
Undang Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Bab I - Ketentuan Umum


Pasal 1


Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

(2)
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

(3)
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 


2. Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006


3. Standar Profesional Radio Siaran PRSSNI

C. 
PERIKLANAN PEMILU
I.
PANDUAN

1. Proses pemilu secara langsung dan bebas, mengakibatkan para kandidat dan partai mutlak memerlukan alat promosi untuk memperkenalkan diri dan partainya di masyarakat. Maka radio dapat menampung kebutuhan ini dalam bentuk iklan ILM dan Komersial. Terutama bagi partai-partai baru yang belum dikenal masyarakat.
2. Penetrasi iklan radio ke khalayak luas dan budaya komunikasinya mempunyai kekuatan membangun persepsi menentukan pilihan. Efektivitasnya dapat diandalkan.

3. Iklan mengenai pemilu merupakan alternatif memanfaatkan momentum, sebagai sumber pemasukan di luar iklan produk dan jasa yang lazim berjalan selama ini. 

4. Pembayaran biaya iklan pemilu bersifat langsung dan sebaiknya dilakukan di muka. Sehingga dapat menunjang biaya operasional radio. Dianjurkan radio meminta pembayaran iklan pemilu di depan demi kelancaran pembayaran, menghindari kemungkinan penagihan tidak terbayar karena berbagai sebab.
5. Radio dianjurkan berinisiatif melakukan edukasi potensi iklan radio kepada partai dan kandidat yang umumnya awam tentang periklanan radio. 

6. Kebijakan tarif sepenuhnya menjadi kewenangan radio.

7. Radio sebaiknya memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai iklan kampanye pemilu yang diperbolehkan, sehingga mampu menghindari menyiarkan bentuk iklan kampanye pemilu yang melanggar ketentuan.

8. Prinsip iklan lepas dapat ditempatkan di acara manapun. Peserta pemilu tidak dapat melakukan blocking-time dan blocking-segmen pada acara-acara yang informasinya diperlukan masyarakat. Sementara pada jam-jam lain yang informasinya tidak masuk dalam kategori dibutuhkan khlayak, maka radio dapat membuat program-program khusus pemilu termasuk dikomersialkan.

II.
PENJELASAN

1.
Kebijakan Periklanan di Radio

1.1.  UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran:


  Bab I - Ketentuan Umum



  Pasal 1

(5)
Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

 (6)
Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 

 (7)
Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Bagian Kedelapan - Siaran Iklan

Pasal 46
(1)
Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

 (2)
Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

 (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a.
promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

b.
promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

c.
promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d.
hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau

e.
eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

 (4)
Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

 (5)
Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

 (6)
Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

 (7)
Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.

 (10)Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

 (11)Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.


1.2.   UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu: 


 
   a. Pasal 93: tentang Iklan Kampanye

(2)
Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

 (3)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

 (4)
Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.


1.3.   UU No. 12 tahun 2008: 


 
   a. Pasal 77:  

(1)
media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada                             pasangan calon untuk menyampaikan thema dan materi kampanye

 (2)
media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan

2.
Volume Periklanan di Radio


2.1.UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran:


Bagian Kedelapan - Siaran Iklan

Pasal 46
(8)
Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran.

 (9)
Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya.


2.2.Standar Program Siaran-SPS 



Bab XVI


Siaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 60

(5)
Peserta Pemilu dan Pilihan Kepala Daerah dilarang membiayai atau mensponsori program yang ditayangkan lembaga penyiaran.

3.
Standar Tarif Periklanan di Radio


Penentuan standar tarif iklan kampanye pemilu sepenuhnya menjadi hak radio siaran swasta. Patokan yang menjadi penetapan tarif adalah terpenuhinya  asas adil dan memberi kesempatan yang sama, termasuk frekuensi penyiaran dan durasi iklan. Detil tentang ketentuan periklanan mengacu pada Undang Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
VI - SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Mengacu pada Risalah Pertemuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, tentang “Kampanye Pemilu di Media Massa”, tanggal 2 Juni 2008, diputuskan bahwa pengaturan terkait kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik disesuaikan dengan UU tentang Penyiaran dan UU tentang Pers. Sebelum pemberian sanksi terkait kampanye di media massa, KPU-KPI-Dewan Pers saling berkoordinasi.

Khusus untuk radio siaran swasta dipastikan bahwa pengawasan dan penerapan sanksi merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.
Berikut regulasi-regulasi yang menjadi acuan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Siaran Pemilu dan Pilkada.
a.  
UU Penyiaran No.32 Tahun 2002

Bab III - Penyelenggaraan Penyiaran

Bagian Kedua - Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 8

(2)
Dalam menjalankan fungsinya seba​gaimana dimaksud pada ayat (1), KPI 
mempunyai wewenang:

d.memberikan sanksi terhadap pelang​garan peraturan dan pedoman perilaku  penyiaran serta standar program siaran; 

Bab VIII - Sanksi Administratif
Pasal 55

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a.
Teguran tertulis;

b.
Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

c.
Pembatasan durasi dan waktu siaran;

d.
Denda administratif;

e.
Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f.
Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; 

g.
Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

BAB X - Ketentuan Pidana
Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

c.
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

d.
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); 

e.
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana  dengan  pidana  penjara   paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); 

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

b.
Pedoman Perilaku Penyiaran - Standar Program Siaran (P3-SPS)

D. 
Sanksi Atas Pelanggaran


Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran wajib dipatuhi semua lembaga penyiaran di Indonesia.


Seandainya ditemukan ada pelanggaran dilakukan lembaga penyiaran terhadap Standar dan Pedoman ini, UU sebenarnya memberikan wewenang bagi KPI untuk mencabut izin siaran lembaga bersangkutan, setelah adanya keputusan pengadilan yang tetap. Namun KPI menetapkan bahwa dalam kasus ditemukannya pelanggaran, sebelum tiba pada tahap pencabutan izin, KPI akan mengikuti tahap-tahap sanksi administratif sebagai berikut:

a. Teguran tertulis

b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran

d. Denda administratif

e. Pembekuan kegiatan siaran lembaga penyiaran untuk waktu tertentu

f.  Penolakan untuk perpanjangan izin

g. Pencabutan izin penyelenggaran penyiaran 


Pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal terjadinya pelanggaran adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, walaupun lembaga penyiaran memperoleh atau membeli program dari pihak lain (misalnya Rumah Produksi), tanggungjawab tetap berada di tangan lembaga penyiaran. Demikian pula, kendatipun sebuah program yang mengandung pelanggaran sebenarnya adalah program yang disponsori pihak tertentu, tanggungjawab tetap berada di tangan lembaga penyiaran. 


Dalam hal program bermasalah yang disiarkan secara bersama oleh sejumlah lembaga penyiaran yang bergabung dalam jaringan lembaga penyiaran, tanggungjawab harus diemban bersama oleh seluruh lembaga penyiaran yang menyiarkan program bermasalah tersebut.

c.   Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 
Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Bab III - Penyelenggaraan Siaran, 
Bagian Kedua - Isi Siaran 

(4)
Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan golongan tertentu.

(7)
Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. 
Bab VIII

Sanksi Administratif

Bagian Pertama - Pemberian Sanksi Administratif

Pasal  46

(1) Lembaga Penyiaran Swasta dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat dan tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2)
Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 47

Lembaga Penyiaran Swasta dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak menjaga netralitas dan/atau mengutamakan kepentingan golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau tidak mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

VII - PERSONIL PENYIARAN SEBAGAI PARTISAN
Dalam kejadian ada personil penyiaran radio siaran swasta menjadi calon legislatif, pengurus partai, tim sukses partai dan kandidat, tidak ada pranata yang mengaturnya secara eksplisit. Tetapi pemahaman bahwa frekuensi radio merupakan ranah publik akan mengarahkan pada penjelasan filosofis bagi penyelenggara penyiaran untuk senantiasa menghindarkan radio yang dikelolanya dari; 

1. Kemungkinan, secara sengaja maupun tidak, menjadikan radio sebagai media partisan.

2. Kemungkinan penyalahgunaan / penyelewenangan untuk kepentingan pribadi.
Apabila pelaksana siaran terlibat dalam kegiatan politik praktis, semisal menjadi tim sukses dan pemenangan, atau melakukan kampanye atas nama peserta pemilu, maka radio sebaiknya membebastugaskan yang bersangkutan dari penyiaran radio. Karena keadaan ini dapat mengganggu citra radio yang seharusnya non-partisan.

Pelaksana siaran wajib memperhatikan aplikasi teknis pelaksanaan siaran yang mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS). Dalam konteks penyiaran pemilu wajib menerapkan asas keadilan dan proporsional.

Pelaksana siaran sebaiknya tidak melaksanakan siaran yang membutuhkan keberadaan seluruh pihak pada saat yang bersamaan, manakala salah satu pihak berhalangan hadir. 

Pelaksana siaran tidak menyiarkan materi kampanye pemilu yang mengesankan keberpihakan, sehingga yang bersangkutan dinilai tidak independen.

Untuk keperluan itu penyelenggara penyiaran bisa  merujuk pada: 

1. Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Pasal 1 ayat (8):

Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromegnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Pasal 36 ayat (4)

Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. 

2. Undang Undang No. 40 ahun 1999 Tentang Pers
Pasal 7

(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

3. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran 

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran diarahkan agar: 

(e) Lembaga Penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan standar isi siaran yang berkaitan dengan:
(h) ketepatan dan kenetralan program berita
Pasal 15

(1) 
Lembaga Penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jusnalistik, yaitu akurat, berimbang, ketidak berpihakan, adil, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukkan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.  

(2) 
Lembaga Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundangan dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku 

4. Standar Program Siaran - SPS
Pasal 39

(1) Lembaga Penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib      mengindahkan prinsip jusnalistik, yaitu akurat, berimbang, ketidak-berpihakan,adil, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukkan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras 
dan antar golongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul  

(2) Lembaga Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk 
kepada peraturan perundangan dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku 

5. Standar Profesional Radio Siaran PRSSNI

B. Standar Program  

IV(3) : Karena memanfaatkan sumber daya alam milik publik, stasiun radio tidak 
      boleh menjadi media partisan.
IV(5) : Radio harus memastikan bahwa pertimbangan utama dalam menyiarkan 

           informasi politik adalah kepentingan masyarakat pendengar.  

VIII - CATATAN DAN ANJURAN
1.
Dianjurkan anggota memiliki buku-buku mengenai: Undang Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS)   tahun 2007, Undang Undang Pemilu Presiden, Undang Undang Pemilu Legislatif, Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah no. 32 Tahun 2004 dan perubahannya Undang Undang no. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004, 
2.
Dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008 pengaturan mengenai kampanye pemilu melalui media elektronik, sepenuhnya menjadi wilayah Komisi Penyiaran Indonesia.
3.
Radio berformat jurnalistik wajib menguasai regulasi yang terkait dengan Undang Undang no. 40 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS), selain terikat pada Undang Undang Penyiaran dan Standar Profesional Radio Siaran

4.
Radio berformat hiburan tetap terikat pada Undang Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS) dan Standar Profesional Radio Siaran PRSSNI.
5.
Karena penyiaran iklan sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga penyiaran, maka baik dalam memroduksi atau menerima iklan komersial maupun ILM, wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Undang Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS), Undang Undang Pemilu Legislatif, Undang Undang Pemilu Presiden dan Undang Undang Pemilu Kepala Daerah)
6.
Radio siaran swasta anggota PRSSNI sangat dianjurkan menyiapkan Tim Pelaksana (desk) pemilu serta memperjelas struktur organisasi radio dan mekanisme produksi siaran pemilu, untuk pertanggungjawaban serta keamanan siaran.
7. 
Radio siaran swasta anggota PRSSNI wajib memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada hakekatnya Peraturan KPU ini mewajibkan seluruh media (termasuk radio) untuk memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye dan menjunjung tinggi netralitas media. Bila ada radio yang melanggar aturan ini, maka Komisi Penyiaran Indonesia akan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan aturan-aturan lain yang terkait.

8. 
Radio siaran swasta anggota PRSSNI sebaiknya menghitung dengan cermat kapasitas air time yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk menghindari munculnya kesan tidak memberikan kesempatan yang sama ketika ada Peserta Pemilu yang terpaksa ditolak karena alasan air time yang sudah penuh. 

9. 
Bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan penyiaran materi kampanye Pemilu, maka radio siaran swasta anggota PRSSNI diminta untuk segera berkoordinasi dengan pengurus ditingkat cabang dan daerah masing-masing. Bilamana dibutuhkan, maka pengurus ditingkat pusat akan melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota.

TIM PENYUSUN:

· Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran

· Pengurus Daerah Persatuan Radio siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur
· Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia 

IX TASK FORCE PEMILU 2009 

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR :  062.SK/PP.PRSSNI/II/2009

TENTANG

TIM TASK FORCE PEMILU 2009 PRSSNI

PENGURUS PUSAT

PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA

Menimbang
:
a.
Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh Anggota dalam menjalankan fungsi dan perannya pada Pemilu 2009, telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penyiaran Kampanye Pemilu 2009 Melalui Radio Bagi Anggota PRSSNI;



b
Bahwa dalam rangka antisipasi pengamanan serta fasilitasi pelaksanaan Pemilu 2009 berkaitan dengan penyiaran kampanye Pemilu 2009 di Radio anggota PRSSNI, perlu dibentuk Tim Task Force Pemilu 2009 PRSSNI.

Mengingat
:
a.
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu;

b. UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Bab VIII.

c. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 tentang  Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
Memperhatikan
:
1. 
Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga PRSSNI;

2. 
Keputusan SPP II PRSSNI 2009 No. 002/SPP-II/PRSSNI-2009 Tentang Program Kerja dan Anggaran Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PRSSNI TENTANG PERSONALIA TIM TASK FORCE PEMILU 2009 PRSSNI.
Kesatu
:
Mengangkat Personalia Tim Task Force Pemilu 2009 PRSSNI, dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua
:
Menugaskan Tim Task Force Pemilu 2009 PRSSNI untuk malaksanakan antisipasi dan fasilitasi bagi anggota sesuai Job Deskripsi, Alur dan Mekanisme Advokasi, Pembagian Koordinator Wilayah, dan Jadual Piket Tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga
:
Tim Task Force Pemilu 2009 PRSSNI menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan terbentuknya Kabinet RI yang baru.

Keempat 

Keempat
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
:
Jakarta

Pada tanggal
:
   Februari  2009

PERSONALIA TIM TASK FORCE PEMILU (TTFP) PRSSNI 2009

Penanggung Jawab
: 
Shidki Wahab
Wakil Penjab
:
Irwan Hidayat

Ketua Tim
: 
M Rafiq
Wakil Ketua 
:
Wolly Baktiono

Anggota
:
1. H. RM Heroe Purnomo




2. Bambang Edy Purnomo, SH 




3. Eddy Harsono




4. H. Abdul Muthalib




5. H. Hasanuddin, SH




6. Effendi Ilham




7. Susana P Masmir




8. Okta Erna Heriyatulzanah

JOB  DESKRIPSI TIM TASK FORCE PEMILU 2009 PRSSNI
1. Tim Task Force Pemilu bertanggungjawab penuh atas sukses dan terlaksananya tugas task force.

2. Mengkordinir kegiatan dalam rangka terciptanya kondisi yang menguntungkan anggota PRSSNI dan Parpol peserta kampanye.

3. Melaksanakan upaya-upaya agar tejadi pemahaman yang kondusif bagi PRSSNI dari peserta Pemilu dan masyarakat, LSM, dan Panwaslu.

4. Mengkordinir kegiatan advokasi dan pendampingan agar tercipta kondisi yang tenteram dari anggota dengan penanganan yang cepat atas kondisi yang terjadi akibat ekses kampanye Pemilu.

5. Membangun hubungan yang kondusif dengan KPU, Parpol, dan Panwas, agar tercipta suatu komunikasi yang mudah dan cepat.

6. Melaksanakan pengaturan jadual dan pengkordinasian piket di Sekretariat dan berkoordinasi dengan PD-PD.

7. Menghimpun dan menyusun laporan PD dan anggota untuk dijadikan bahan rapat kordinasi TTFP.

ALUR ADVOKASI DAN FASILITASI MASALAH
[image: image1]


















MEKANISME ADVOKASI DAN FASILITASI

· Di tingkat Pusat, Tim Task Force Pemilu 2009 PRSSNI berkoordinasi dengan KPU, Panwaslu, KPI, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol; untuk memfasilitasi permasalahan yang menyangkut radio siaran yang belum dapat diselesaikan di tingkat Daerah. 

· Di tingkat Daerah, Pengurus Daerah berkoordinasi dengan KPUD, Panwasda, KPID, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Parpol; untuk memfasilitasi permasalahan yang terjadi ditingkat provinsi atau permasalahan yang belum tuntas di tingkat Kabupaten / Kota.

· DI tingkat Kabupaten / Kota; Pengurus Cabang/Daerah berkoordinasi dengan KPUD dan Panwasda Kab/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat Kabupaten/ Kota.

· Koordinator Wilayah; bertugas memotivasi Tim Task Force Daerah / Cabang untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul ditingkat Daerah / Cabang pada kesempatan pertama. Fasilitasi oleh Koordinator Wilayah dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan seluruh jaringan komunikasi yang ada. 

· Tim Task Force Cabang / Daerah bertugas : 

1. Menampung, mengolah dan memfasilitasi penyelesaian setiap laporan permasalahan yang terjadi di radio, baik berupa keluhan masyarakat/pemantau/ parpol atas dampak suatu penyiaran. 

2. Menginventarisasi seluruh permasalahan yang terjadi pada radio anggota dan alternatif penyelesaiannya.

3. Menyampaikan laporan tertulis setiap ada permasalahan  yang muncul dan menimpa radio anggota ke Tim Task Force Pusat.
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Melakukan Penyiaran  Kampanye dan  Pemilu, atas dasar :


UU No 32 Tahun 2002


UU No. 22 Tahun 2007


UU No. 10 Tahun 2008


UU No. 42 Tahun 2008


Peraturan KPU No. 19  tahun 2008


Surat Keputusan Bersama KPI dan KPU


Standar Profesional Radio Siaran


Petunjuk Pelaksanaan Penyiaran Kampanye Pemilu 2009 Melalui Radio Bagi Anggota PRSSNI
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